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LANDASAN TEORI

2.1 Auditing
Aunditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi ya{ng
dilakukan seorang yang kompeien dan independen untuk dapat menentukan dan
melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat
diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pegangan
pengevaluasian informasi tersebut. Setiap kali audit dilakukan lingkup tanggung
Jawab auditor harus jelas, terutama mengznal penetapan entitas ekonomi dan
periode waktu yang diaudit. Bahan bukn diartikan sebagai sumber informasi yang
digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit
dengan kriteria yang ditetapkan. Scorang auditor harus mempunyai kemampuan
memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti
vang dibutuhken untuk mendukung kesimpu an vang akan diambil.
2.1.1. Definisi Auditing
Untuk mengetahut dan memahami auditing secara lebih jelas, di bawah ini

diberikan beberapa definisi anditing vang dikemukakan oleh para ahli :
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I. Menurut Lesliz R. Howard (edisi 20:2) -

“An audit is the independent examination of, and expression of opinion on,
the financial statement of an enterprise by an appointed auditor in
pursuance of that appoiniment and in compliance with any relevant
statutory obligation.”

Artinya :

“Audit 1alah suatu pengujian yang independen, dan pernyataan pendapat atas
laporan keuangan suatu peruszhaan oleh auditor yang ditunjuk dalam
penugasan dan sesuai dengan kyiteria yang telah ditetaphan™.

2. Menurut D.R. Carmichael and John J. Willingham (1987:3) :

“Auditing 15 a systemeiic process of objectively obtaining and evaluating
evidence regarding assertions about economic actions and events to
ascertain the degree of correspondence between those assertions and
established criteria and communicating the result (o interested users”,

Artinva ;

“Auditing adalah snatu proses yang sisiematis untuk memperoleh dan
mengevaluesi bukti-bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan
tentang kegiatan dan kejadian ckonomis, dengan tuwjuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara pernyataan-perityataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan”,

3. Menurut R. Glynne Witliams (edisi 7:1);

“Audit may be defined as the independent examination and investigation
of the books, acconnt and veuchers of a business with a view to enabling
the auditor fo report whether the Balance Sheet and Profit and loss
Account are properly drawn up se as to show a true end fair view of the
state of the affuirs and the profit (or loss) of the business according to the
best of the information and explanations vbtained by the auditor”.

Artinva :

“Auvditing dapat  didefinisikan sebagal pengujian independen dan
penelusuran atas pembukuan, akun-akun perkiraan dan dokumen-dokumen
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suatu kesatuan usaha dengan suatu pandangan yang memmungkinkan auditor
untuk melaporkan apakah neraca dan laporan rugi laba telah dibuat
sebagaimana mestinya schingga menyajikan transaksi-transaksi dan laba
(rugi) dalam perusahaan secara benar dan wajar menurui informasi dan
penjelasan terbaik yang bisa diperoleh auditor.”
Lrari beberapa definisi yang disebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Informasi yang dapat diukur dengan kriteria yang ditetapkan.

Untuk melakukan suatu audit selaly diperlukan informasi dalam bentuk yang
dapat dibuktikan kebenarannya (diverifikasi) dan sejumlah kriteria yang dapat
digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi tersebut.

2. Satuan Usaha

Untuk setiap audit vang dilakukan lingkup tanggung jawab auditor harus jelas,
ferutama mengenal penetapan satuan usaha dan pericde waktu yang diaudit. Satuan
nsaha yang dimaksud dapat berupa kesaman hukum seperti persercan, lembaga
pemerintah, persekutuan atau perusahaan persecrangan. Sedangkan periode waktu
vang diaudit umumnya satu tahun tetapi ada pula yang satu bulan, sate kwarial,

beberapa tahun, dan dalam kasus-kasus tertentu sepanjang usia kesatuan usaha.

Pengumpulan dan Pengevaluasian Bahan Bukt
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Adalah ama: penting untuk memperoleh bukti yang memadai dari segi
kuantitas dan kualitasnya untuk memenuhi tujuan audit. Proses penentuan jumlah
tahan bukti yang dibutuhkan dan penilaian kelayakan informasi sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan merupakan bagian penting dari avdit.
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4. Orang Yang Kompeten dan Independen
Seorang auduor harus mampu memahami kriteria yang digunakan serta
menentukan jumlah bahan buka dan fzakté- yang dibutubkan watuk mendukuang
kesimpulan yang akan diambilnyva. Audiror pula harus memiliki sikap menial yang
bebas (independen), sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan
haruslah iidak !3}"33.
5. Pelaporan
Pada tahap akhir dalam audrt, auditor menyusun Japoran audit yang merupakan
alat penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai laporan tersebut.
bagaimanapun isi dari laporan audit ini, pada dasarnya laporan audit ini harus
mampu memberikan informasi kepada para pembawanya mengenai kesesuaian
informasi yang diperiksa dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
2.1.2. Tujuan Auditing
Tuuan audit atas laporan keuwangan adalah untuk menyatakan pendapat
(opini) apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara
wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum. Tujuan ini dapat
dirinct lagi sebagai berikut -
a, Tujuan Audit Sllﬁstﬁnﬁf ( Substantif Andit Objective }
Tujuan mi berkattan dengan gepast:ian audit tentang 7 (tujuh) hal dalam

penyajian faporan keuangan, vaitu
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1. Keabsahan
Tujuan w1 menyangkut apakah angka-angka vang disajikan dalam
laporan keuangan memang seharusnya dicantumkan. Tujuan ini merupakan
perlengkapan dari auditor untuk menghadapi pertanyaan manajemen
mengenai adanya atau terjadinva sesuatu.
2. Kelen gémpaq
Tuman m menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya
disajikan memang telah dicantumkan sejurubnya. Tujuan ini melindungi
auditor untuk menghadapi pertanyaan manajemen mengenai kelengkapan.
3. Pemilikan
Tujuan mi untuk meyakinkan apakah harta atau asset yang dicantumkan
dalam laporan keuangan memang menjadi hak perusahaan. Maksudnya
adalah suatm aktiva harus benar-benar dimilii; sebelum diterima untuk
dicantumkan dalam laporan keuangan. Begitu pula, kewajiban harus benai-
benar menjadi tanggungan perusahaan.

4. Penilaian

Tujuan m adalah untuk melakukan penilaian secara benar atas saldo
masing-masing yvang menjadi bagian dari total saldo perkiraan, termasuk
Ketopatan semua perhitungan dan pengakuan berbagai penurunan dalam

nilai bersih vang dapat direalisasi.
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5. Klasifikasi
Tujuan ini untuk meyakinken apakah setiap pos telah dicatat dalam
perkiraan yang benar dan apakah perkiraan tersebut telah dimuat dengan
sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan.
6. Pisah Batas
Tujuan ini adatah untuk meyakinkan apakah transaksi dicatat dalam
periode vang benar. Transaksi vang mungkin sekali salah dicatat adalah
transaksi yang saat terjadinya mendekati akhir suatu periode akuntansi.
7. Pengungkapan
Tujuan i untuk meyakinkan apakab semua perkiraan peraca dan
perhitungan rugi Jaba serte informasi yang berkaitan dengannya
disampaikan dergan benar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan
sebagaimana mestinya dalam isi dan catatan-catatan kaki laporan keuangan
itu.
b. Tujuan Audit Ketaatan ( Compliance Aundit Objective )

Tujuan audit ketaatan adalah uniuk memperoleh kepastian tentang 3 (tiga)
ciri kebijakan prosedur dan tekmk pengendalian intern yang saling berkaitan,
yaitu
a. Ekéfste.nsi nyata pengendalian vang sudah digariskan.

b. Tingkat ketaatan pemisahan terhacap pengendalian tersebut.

c. Efektivitas pengendalian intern dalzim pelaksanaan tagas akuntansi.
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Tujuan paiing utama dari prosedur audit yang dirancang dalam mencapai
nyuan ketaatan adalah menegaskan keabsahan asumsi pemeriksa tentang
pengendalian internal yang dilandas: rancangan audit substanttf.

2.1.3. Jenis-Jenis Auditing
Auditing dibedakan dalam 3 jenis berdasarkan obyek pemeriksaannya :
a. Fif;ansiai Audit
b. Operasional Audit
c. Compliance Audit
a. Finansial Audit

Finansial Audit diaksanakan untuk memberi keyakinan yang layak
bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan
Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umuom (PABU). Laporan keuangan disnsun
sebagar suetu pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pihak komisaris
atau pemegang saham. Asumsi yang mendasari pemeriksaan yang dilakukan
atas laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan digunakan oleh
berbagai kelompok yang berbeda untuk berbagai tujuan yang berbeda pula.
Oleh karena itu, akan jauh lebih efisien apabila hanya satu pihak yang
independen yattu akuntan publik vang melaksanakan audit dan memberikan
opininya vang dapat diandalkan oleh selurub pemakainya daripada setiap
pemakai melakukan pemeriksaan masme-masing, Hasil dari finansial audit
vang dilakukan oleh seorang auditor adalah berupa suatu pendapat atau opini

atas kewajaran laporan kenangan vang dizudit.
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b. Operasional Audit

Operasional Audit merupakanr audit yang sistematis terhadap setiap
bagian dari prosedur dan metode akiivitas suatu organisasi dengan tujnan
untuk menilai efisiens: dan efektivitas organisasi, mengidentifikasi kendala-
kendala yang ada dan merekomendasikan alternatif perbaikan vang mungkin.
Biasanya hasil dan Pperasimnal audit berupa rekomendasi untuk memperbaiki
operasi perusahaan.

Cnerasional Audit sering dianggap sama dengan marajemen audit,
Perbedaannya terletak pada sasaran dari manajemen audit yang lebih
mengarah kepada kebijakan manajemen suatu organisasi, Operasional Audit
pada dasarnya merupakan perluasan dari finansial audit dan banyak
dipraktekkan secara internal oleh bagian internal auditor. Dalam audit
operasional, pe;ne%aailzm tidak hanya terbatas pada bidang akuntansi, tapi juga
evaluasi aias struktur orgamsesi, kegiatan operasional, proses pengolahan
data, metode preduksi, pemasaran dan bidang-bidang lain yang menjadi
bidang keahlian auditor.

Secara ningkas manfaat yang dapat diperoleh dengan adanva operasional audit

adalah :

a.Menetapkan zpakah orgamsasi  sudah  sesuai  demgan  prosedur,
kebijaksanaan serta tujnannye.

b Menetapkan efektifitas dan efisiensi dari struktur pengendalian manajemen.
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c.Menetapkan tingkat keandalan dan manfaat dari berbagai laporan
manajemen.

d.Merupakan evaluasi yang independen dan obvektif atas suatu kegiatan
tertentu.

e.Mengidentifikast permasalahan dan penyebabnya.

f. Mengidentifikasi kebijaken, sasaran, dan prosedur organisasi yang  tidak
jelas.

g Mengidentifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih
meningkatkan laba dan pendapatan serta mengurangi biaya atau hambatan
dalam kegiatan organisasi.

¢. Compliance Audit (Audii Ketaatan)

Compliance Audit adalah sudit yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana
operasional perusahaan klien atas prosedur dam kebijakan yang telah
ditetapkan.

Beberapa hal yang dilakukan dalam compliance audit :

a. memeriksa apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang
telah ditetapkan oleh kontroller organisasi, |

b. Meninjau sistern upah apakah telah sesuai dengan undang-undang upah

minimum yang barlaku.
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¢. Memeriksa surat perjanjian dengan pihak bank atau kreditur lain, untuk
memastikan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum vang
berlaku.
Sedangkan berdasarkan lnas pemeriksasnnya, audit dibagi menjadi 2 (dua) jenis :
a. General Audit
Audit yang difakukan akunran publik atas perintah manajemen untuk menilai
kewajaran laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasi organisasi dan
ketaatan organisasi dalam melaksanakan kebijakan organisasi yang telah
ditetapkan.
b. Special Audit
Audit yang dilakukan untuk tyjuan khusus, misalnya apabila telah diketahui
indikasi adanya fraud, untuk mengambil keputuzan mengenai akuisisi atau merger,
atau oleh investigasi.
2.2 Audit Ketaatan
Seiring dengan sktivitas organisasi yang makin verkembang dan makin
kompleks dafam kurun waktu dua dekade ini. maka fungsi internal audit juga
mengalami perkembangan. Audit atas organisasi Pemerintahan mencakup audit
atas unit Pemeriniah negara bagian dan lokal vang dilakukan oleh para auditor
Pemerintah Fecleral serta akuntan publik independen. Dalam beberapa kasus,
aucit-audit ini mungkin mencakup atas program, aktivitas, fungsi dan dana

spesifik. Audit atas organisasi Pemerintahan sebagian besar didasarkan pada
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konsep bahwa para pejabat dan pegawai yang mengelola dana publik harus
mempeitanggungiawabkannya kepada publik.
2.2.1. Jenis-Jenis Audit Pemerintah
Audit Pemerintah dibedakan dalam 2 (dua) jenis berdasarkan Government
Auditing Srandards -
1. Audit Keuangan (financial audits) mencakup audit atas laporan keuangan dan
audif terxait yang bersifat keuangan.

a. Audit atas laporan keuangan memberikan keyakinan yang layak tentang
apakah laporan keuangan eniitas yang felah diaudit secara wajar
menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas sesuai dengan
GAAP, atan salah satu dari beberapa dasar akuntansi lain yang dibahas
dalam standar auditing yang diterbitkan AICPA.

- b. Audit terkait yang bersifat keuangan mfsncakup penentuan apakah :

(1) Inforrnasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku
atau ditetapkan,

(2) Entitas sudah mematuhi persyaratan ketaatan Xenangan tertentu.

(3) Pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan dan penjagaan
aktiva telah dirancang serta diimplementasikan sebagaimana mestinya
untuk mencapai tujuan pengendzlian.

2. Audit Kinerja (performance audits) meliputi audit atas kehematan dan
efisiensi serta progran:.

a. Audit kehematan dan efisiensi mencakup perentuan -




(1} Apakah entitas teleh memperoleh, melindungi, dan menggunakan
sumber dayanya (seperti personil, property, dan ruang) secara
ekonomis dan efisien.

(2) Penyebab inefisiensi atau praktik yang tidak ekonomis.

(3) Apakah entitas sudah mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan
dengan masalah kehematan don efisiensi.

b. Audit program mencakup peneniuan :

(1) Sejauh mana hasil atau manfaat yang diinginkan yang ditetapkan oleh
badan legislatur atau badan berwenang fainnya sudah tercapai.

(2) Efektivitas organisast, program, aktivitas, atau fungsi,

(3) Apakah entitas sudah mematuhi hukum serta peraturan signifikan yang
berlaku untuk program tersebut.

Dari uraian i atas, dapat ierlihat bahwa (1) audit atas laporan keuangan
pemerintah serupa dengan audit untuk nonpemerintah, (2} pokok persoalan dalam
audit terkait yang bersifat keuangan.

Definisi audit kinerja menurut Governmeni Auditing Standards sebagai berikut :

“Audit kinerja adalah pemeriksaan bukti vang objektif dan sistematis dengan tujuan
memberikan penilaian vang independen atss kinerja suatu organisasi, program,
aktivitas, atau fungsi pemerintah dalam rangka memberikan informasi untuk

meningkatkan akuntabilitas publik dan memudahkan pengambilan keputusan oleh
pthak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi atau mengawali tindakan koreksi”,

TR R S s



2.2.2. Standar Auditing Pemerintah Yang Berlakn Umum (GAGAS)

General Accounting Office (GAQ) menetapkan standar audit vatuk audit

atas crganisasi, program, aktivitas, dan fungsi pemerintah serta atas dana

pemerintah yang diterima oleh organisasi nonpemerintah. Standar audit GAO

harus diikut: oleh auditor dan orgamisast audit bila disyaratkan oleh hukum,

peraturan, perjanjian atau kontrak, atau kebijakan. Standar avdit GAO dikenal

sebagal standar auditing pemerintah vang berlaku umum (generally accepted

government audining standards = GAGAS).

Stancar Pekerjaan Lapangan dan Felaporan untuk Audit Kinerja

Standar Pekerjaan Lapangan

Standar Pelaporan

Standar Pekerjaan Lapangan

Standar Pelaporan

1. Perencanaan

Pekerizan harus direncanakan secara memadai.

2. Pengawasan !

Staf harus diawasi sebagaimana mestinva.

3. Ketaatan pada hukwn dan peraturan :
Apabila hukum, peraturan, dan persyaratan
ketaatan lain bers:fat signifikan bagt tujuan
audit, maka auditor harus merancang audif
untuk memberikan kevakinan vang layak teatang

1. Bentuk

Auditor harus menyiapkan
Laporan audit tertulis vang
mengkomunikasikan hasil-hasil
setiap audit.

2. Ketepatwaktuan :

Aunditor harus mengeluarkan
laporan dengan tepat agar
wformasi tersebut tersedia pada
saat diperlukan oleh manajemen
perabat legislatif, dan pihak-
pthak lain yang berkepentingan.

3. Isilaporan :

Auditor harus melaporkan tujuan
andit serta ruang lingkup dan
metodotogi audit.
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ketaatan pada aturan-aturan ifw.

Dalam semua audit kinerja, auditor harus waspada
terhadap situasi atau trafisaksi vang mungkin
mengindikasikan adanya tindakan illegal atau

penyalahgunaan,

4. Pengendalian manajemen : . 4. Penyajian laporan :

Auditor barus memperoleh pemaheman mengenai  Laporan harus lengkap, akurat,
pengendalian manajemen yang relevan dengan objektif, meyakinkan, serta jelas

dan audit. Jika peagendalian manajemen bersifat  seringkas yang dimungkinkan
pokok signifikan dagi tnjuan audit, maka audiior  masalahnya.

harue mendapatkan cukup bukti untuk mendukung

pertimbangan mercka mengenai pengendalian itu.

5. Bukti : 5. Pembagian Laporan ;
Buktl yang cusup, kompeten, dan relevan harus Laporan audit terfulis harus
diperoleh untuk menjadi dasar vang layak bagi diserahkan oleh organisasi

temuan dan kesimpulan auditor. Cafatan pekerjaan  audit kepada pejabat yang tepat
audttor harus disirapan dalam beniuk kertas kerja,  dalam auditee dan kepada
pejabat
Kertas kerja ini harus berisi informasi yang vang tepat dalam organisasi yang
mencukupt untuk memungkinkan secrang auditor  meminta atau mengatur
berpengalaman yaag tidak mempunyai hubungan  dilakukapnya audit, termasuk
sebelumnya dengan audit tersebut mengetahui organisasi pendanaan eksiernal,
dengan pasti dari kerias kerja itu bukti vang kecuali jika pembatasan hukum
mendukung kesimoulan dan pertimbangan auditor 'melarang hal itw. Salinan laporan
u ga hm1s dikirim kepada
pesabat
Iai : yang memiliki kewenangan
pengawasan yang sah atau yang
mungkin bertanggung jawab
untuk bertindak berdasarkan
temuan serta rekomendasi audit
dan kepada pihak-pihak iain
vang diberi wewenang untuk
menerima
laporan tersebut. Kecuali bila
dibatasi oleh hukum atau
peraturan, salinan harus tersedia
untuk inspeksi publik.

LS

vang signifikan.

SUMBER : Government Auditing Standards, Bab 6 dan 7
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GAGAS diklasifikasikan menjadi lima kategori berikut ini : standar umum,
standar pekerjaan lapangan untuk audit keuangan, standar pslaporan wntuk audit
keuangan, standar pekerjaan lapangan wmtuk audit kinerja, serta standar pelaporan
untuk audit kinerja.

Standar Umum
Kategorl umum dari GAGAS terutama berkaitan dengan kualifikasi auditor dan
organisasi audit. Ada 4 (empat) standar dalam kategori i
a. Kualifikasi.
Staf yang ditunjuk untuk melakukan audit harus secara kolektif memiliki keahlian
profesional yang memadai atas tugas-tugas vang harus dilakukan.

b. Independensi.
Dalam semua hal yang berkartan dengan pekerjaan audit, organisasi audit dan
auditor perorangan, apakah pemeriniah atau swasta, harus bebas dari masalah
pribadi serta eksternal yang depat merusak independensi, harus secara

organisasional independen, dan harus mempertahankan sikap serta penampilan

vang independern.

¢. Kemahiran Profesional.

Kemahiran dan keseksamaan dalam menggunakan keahlian profesional harus

diterapkan dalam melakukan audit dan dalam menyiapkan laporan terkait.




d. Pengendalian Mutu.
Setiap organisasi audit yang melakuican audit sesuat dengan standar ini harus
menjalankar siruktur pengendalian mutu internal yang baik dan menjalani review
pengendalian mutu eksternal,
Standar Pekerjaan Lapangan untuk Audit Keuangan
GAGAS memasukkan 5 (lima) standar pekerjaan lapangan tambahan sebagai
berikut :
a. Komunikasi Audrior.
Auditor harus mengkomunikasikan mformasi kepada auditee, orang-orang vang
mengontrak atau meminta jasa audit, dan komite audit mengenal sifat serta luas
rencana pengujian dan pelaporan ketaatan pada hukum dan peraturan serta
pengendalian internal atas pelaporan kevangen.
b. Tindak Lanjut Auditor.
Auditor harus menindakianjuti temuan dan rekomendasi material yang sudah
diketahui dar1 audit sebelumnya.
¢. Ketidaktaatan Yang Bukan Tindakan Hegal.
Auditor harus merancang audit untuk memberikan keyakinan vang layak bahwa
salah saji yang material yang ditunbulkan oleh ketidakiaatan pada ketentuan
konirak atau perjanjian hibah, vang mempunyai dampak langsung dan material
terhadap penentuan juinlah dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Jika ada
mformasi tertentu yang menarik perhatian auditor, yang memberikan bukti

mengenai adanya kemungkinan ketidaklaatan, yang akan mempunyai dampak
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material fidak langsung terhadap laporan kevangan, maka auditor harus menerapkan
prosedur audit yang secara khusus diarahkan untuk memastikan apakah
ketidaktaatan itu sudah terjadi.

d. Pendokumentasian Penilaian Risiko Pepgendalian Untuk Asersi-Asersi Yang
Secara Signifikan Tergantung Pada Sistem Informasi Yang Terkompuierisasi.
Dalam merencanakan audit, auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja :

(1) Dasar urtuk menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum atas asersi-
asersi yang berhubungan dengan saldo akun, kelas transaksi, dan komponen
pengungkapan yang material dalam laporan keuangan jika asersi tersebut
secara signifikan tergantung pada sisiemn informasi yang terkomputerisasi.

(2) Pertimbangan bahwa presedur audit yang direncanakan telah dirancang untuk
mencapa: tujuan audit serta untuk memperkecil risiko audit hingga ke tingkat
vang dapai diterima.

2. Kertas Kerja.

Kertas kerja harus berisi mformasi yang mencukupi agar memungkinkan seorang
auditor berpengalaman yang tdak mempunyval hubungan sebelumnya dengan
auditor untuk riengetahui secara pasti dari kerias kerja itu bukti yang mendukung
kesimpulan dan pertimbangan auditor yang signifiken.

Standar GAGAS tambahan yang pertama memperluas dengan siapa auditor harus

berkomunikasi pada saat membentuk pemahaman mengenai audit. GAGAS

mensyaratkan behwa orang-orang yang mengontrak atau meminta jasa audit

dilibatkan dalam mengembangkan pemahaman, dam informasi spesifik harus




dikomunikasikan menyangkut sifat serta Juas pengujian dan pelaporan mengenai
ketaatan pada hukum dan perawran, seria pengendalian internal atas pelaporan
keuangan untuk memperkecil risiko bahwa kebumhan atau ekspektasi pihak-pihak
yang terlibat mungkin disalahtafsickan.

Standar tambahan yang kedua menyatakan kesimpulan GAQ bahwa sebagian
besar mantaat dari pekerjaa}z audit bukan merupakan temuan yang dilaporkan atau
rekomendasi yang diberikan, tetapi merupakan resolusi efektif vang menjadi
tanggung jawab managjemen audiee.

Standar tambahan yang ketiga mengakui bahwa organisasi pemerintahan
seringkali terkena aturan serta peratwran vang lebih spesifik daripada entitas di sektor
swasta, dan ketidakiaatan atas aturam serta peraturan bisa berdampak material
terhadap laporan keuangan.

Standar tamoahan yang keempat tidak menambah tanggung jawab auditor untuk
menguji pengendalian. Auditor harus mendokumentasikan dasar untuk menilai risiko
pengendalian pada tingkat maksimum dengan menyzbuikan :

a. Ketidakefektifan rancangan atau operasi pengendahan,
b. Alasan mengagpa pengujian pengendalian itu tidak akan efisien.

Standar tambanan vang terakhir mengenai kertas kerja mengkodifikasi persyaratan
bahwa, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam GAAS, hal itu tentunva

harus diterapkan pada semua jenis audit laporan keuangan.




Standar Pelaporan untuk Audit Kevangan
Untuk melengkapi keempat standar pelaporan yang berlaku umum vang

dikeluarkan AICPA serta SAS terkait, yang semuanva dimasukkan ke dalam GAGAS

melalui referensi, Yellow Book mencantumkan 4 (empat) standar pelaporan
tambahan berikut ini:

a. Ketaatan pada GAGAS. Laporen audit harus menyatakan bahwa audit telah
dilakukan sesuai deagan standar auditing pemerintah yang berlaku umum.

b. Ketaatan pada Hukum dan Perarwan serta Pengendalian Iniernal. Laporan
mengenal laporan kenangan harus :

(1). Menguraikan ruang lingkup pengujian anditor atas ketaatan pada hukum dan
peraturan serta pengendalian internal dan menyajikan hasil-hasil pengujian
1t

{2). Mengacu ke laporan terpisah vang memuat informasi tersebut.

¢. Informasi Istimewa dan Rahasia. Jika informasi tertentu dilarang untuk
diungkapkan kepada umum, wmaka laporan auditor harus menyatakan sifat
informasi yang tidak dicantumkan itu seria persyaratan yang mengharuskan
dilakukannya tindakan itu.

d. Pembagian Laporan. Laporan audit tertulis harus diserahkan oleh organisasi andit
kepada pejatat vang tepat dari audite dan kepada pejabat yang tepat dari
organisasi yeng menghareskan atzu mengatur dilakukannya audit, termasuk
organisasi pendanaan eksternal, kecuall jika batasan yang sah melarang hal itu.

Salinan itu, laporan juga harus diserabkan kepada pejabat lain yang mempunyai
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kewenangan pengawasan legal atau yang mungkin bertanggung jawab untuk

mengambil tindakan berdasarkan temuan dan rekomendasi audit, serta kepada

pihak-pihak lam vang dibert kewenangan unfuk menerima laporan tersebut,

Kecuali dibatasi oleh hukum dan peraturan, salinan itu juga harus tersedia untuk

inspeksi publik.

Standar pelaporan tambahan yang pertama mensyaratkan agar laporan audit
mengenai laporan keuangan harus secara eksplisit menyatakan bahwa audit telah
dilaksanakan sesuat dengan GAGAS keuka laporan itu diserahkan untuk mematuhi
persyaratan hukam, peraturan, atau kontrakiual dalam andit GAGAS.

Standar tambahan yang kedua menyangkut perbedaan yang paling ekstensif
antara pelaporan mengenai audit laporan keuangan menurut GAAS dan GAGAS.

Standar pelaporan tambahan yang ketiga mengalku bahwa informasi tertentu
mungkin udak bisa diungkapkan kepada wmum menurut hukum afau peraturan
federal, negara bagian, atau lokal.

Persyaratan pembagian laporan yang dirinci dalam standar tambahan keempat
mengharuskan organisasi vang menugast dan auditor untuk memiliki pemahaman
yvang jelas mengenal pejabat atau organisasi mana yang akan menerima laporan, dan
siapa yang akan membagikannva.

Pela poran mengenai ketaatan pada Hukum dan Peraturan

Standar pelaporan tambahan vang kedua mensyaratkan bahwa laporan auditor

mengenai laporan keuangan, atau laporan terpisah yang diacu dalam laporan auditor

itu, harus mencaxup mformasi vang sama mengenal peynnpangan dan tindakan ilegal




vang dilaporkan kepada komite audit menurut standar AICPA. Contoh ketidaktaatan
lain yang material terhadap laporan kevangan seperti pelanggaran atas ketentuan
kontrak atau perjanjian hibah juga harus dilaporkan.

Standar ini juga mengharuskan auditor untuk melaporkan penyimpangan atau
tindakan ilegal secara langsung kepada pihak-pthak eksternal dalam dua kondisi jika
anditee tidak melakukannya sesegera mungkin setelah auditor mengkomunikasﬂca{n
hal itu kepada badan pengatur auditee :

(1) jika auditee diwajibkan oleh hukum atau peraturan untuk melaporkan

peristiwa semacam itu kepada pihak eksternal .

(2) jika auditee yang menerima bantuan dari badan pemerintah tidak melaporkan
kepada badan itu penyimipangan aiau tindakan illegal yang terkandung dalam
bantuan itu. Bila hukum, peraturan, atau kebijakan mengharuskan auditor
unfuk melaporkan indikasi dari jenis penyimpangan atav tindakan ilegal
tertentu kepada otoritas penegakan hukum atau penyelidikan, maka mereka
harus berkonsultasi dengan otoriias tersebut atau konsultan hukum untuk
menentukan apakah pelaporan vang lebih luas akan membahayakan tindakan
investigatif atau hukum yang sudah berjalan.

Laporan akuntan mengenai pemeriksaan atestasi ketaatan, vang biasanya

dialamatkan kepada entitas tersebut, harus mencakup hal-hal berikut ini
a. Identifikasi dari aserst manajemen tentang ketaatan entitas pada persyaratan yang

ditetapkan, termasuk periode yang dicakup cleh asersi manajemen. Apabila asersi




manajemen ticak menyertai laporan para praktisi tersebut, maka paragraf pertama
laporan juga harus memuat pernvataan tentang asersi manajemen.

b. Suatu pernyataan bahwa ketaatan pada persyaratan yang disebutkan dalam asersi
manajemen merupakan tanggung jawzb manajemsn entitas tersebut.

¢. Suatu pemnyawaan babwa tanggung jawab praktisi adalah menyvatakan pendapat

mengenai keiaatan entitas pada persyarafan ifu atau mengenai asersi manajemen
vang menyangkut ketaatan semacam itu berdasarkan pemeriksaannya.

d. Suwatu pernyataan bahwa pemeriksaan teigh dilakukan- sesuai dengan standar
atestasi yang ditetapkan oleh American Institute of Certified Publik Accountants
dan karepanya mencakup pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti tentang ketaatan
entitas pada persyaratan dan pelaksanaan prosedur lain yang dianggap perhu oleh
praktisi sesuai situasinva.

¢. Suatu pernyataan bahwa parz praktisi berkevakinan bahwa pemertksaan itu
memberikan dasar yvang layak bagi pendapainya.

f. Suvatu pernvataan bahwa pemeriksaan itu tidak memberikan kepastian hikum
mengenai ketatzan entitas.

g. Pendapat praktisi mengenai apakah entitas menaati, dalam semua hal vang
material, persyaratan vang ditetavkan berdaserkan kriteria yang sudah berlaku atau
disepakati bersama.

h. jika asersi telab disiapkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh badan
pengatur atau yang sudah disepakaii oleh pembuat asersi dan pihak-pihak vang

ditetapkan, maka iaporan praktisi harus memuat
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%+ suatu pernyvataap mengenai pembatasen penggunaan laporan karena
laporan itu hanya ditajukan untuk pihak-pthek vang ditetapkan.

% Suatu pernyataan, apabila ada kriteria yang sudah berlaku, bahwa asersi
tidak dimaksudkan sebagai sesuate yang akan disajikan seandainya asersi
itu disajikan berdasarkan pemeriksaannya.

Pelaporan mengenai Pengendalian fnternal

Seperti ditunjukkan dalam standar pelaporan tambahan vang kedua, GAGAS
mengharuskan  auditor  untuk  melaporkan  kekurangan-kekurangan  dalam
pengendalian internal yang mereka anggap sebgal kondist yang dapat dilaporkan .
conich kondisi yang dapat dilaporkan mencakup

% Tidak adanya pemmsahan tugas vang baik yang konsisten dengan tujuan

*,

pengendabian yang sesuai.

£l

% Bukti gagalnya menjaga akbva dari kehilangan, kerusakan. atau
penyalahgunaan.
< Tidak cukupaya nngkat kesadaran pengendalian dalam organisasi,
< Kegagalan untuk memndaklanjun dan mengoreksi kekurangan yang
sebelumnya teridentifikasi dalam pengendalian internal.

Selain 1w, GAGAS juga mengharuskan bahwa kendisi yang dapat dilaporkan
yang merupakan kelemahan material ditdennfikasikan sebagaimana adanya, yaiiu
suatu persyaratan vang bersifat opsional menurut GAAS. Jika ada kekurangan yang
udak memenuhi svarat sebagai kondisi vang dapat dilaporkan, maka kekurangan itu

harus dikomuntkasikan kepada auditee, sebaiknya secara tertulis seperti dalam surat

LS R




manajemen, Bila ini terjadi, maka harus ada referenst terhadap komunikasi 1tu dalam
laporan auditor mengenai pengendalian.

Laporan mengenai pengendalian tidak menyatakan setiap bentuk keyakinan atas
efektivitas pengendalian internal. Pedoman tambahan untak pelaporan pengendalian
internal dari entitas pemeriniahan, termasak usulan isi dan format laporan terpisah
yang cocok dengan berbagar situast.
2.2.3. Single Audit Act

Single Audit Acr, yang disahkan oleh Congress pada tahun 1984 dan
diamandemenkan pada tahun 1996, menetapkan konsep satu audit pemerintah
uniuk keseluruhan orgamsasi (eudit tunggal atau single audit) yang mencakup
baik audit keoangan maupun ketaaten. Undang-Undang im1 mengurangi
perlunya badan-badan federal untuk melalukan, dan bagl penerima bantuan
keuangan federal untuk menjalani, beberapa audit keuangan dan ketaatan yang
terpisah.

Tujuan Undang-Undang
Bagian 1 (3) Undang-Undang im menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang
adalah untuk:

%+ Memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah negara bagian dan lokal
seria organisasi nirlaba berkenaan dengan program bantuan keuangan
federal.

% Menestapkan persvaratan vang seragam untuk zudit atas bantuan keuangan

federal vang diberikan kepada pemenintah negara bagian dan lokal.
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% Mendorong pengounaan sumber dava audit secara efisien dan efektif,

%+ Memastikan bahwa departemen dan badan federal, hingga ke tingkat
maksimum vyang memungkickan, mengandalkan dan memanfaatkan
pekerjaan audit vang dilakukan mengikuti persyaratan Single Audit Act.

Setelah diimplementasikan, Undang-Undang i juga telah menjadi instrumen
untuk memastikan bahwa penerima baniuan keuangan federal mematuhi beberapa
kebijakan nasional yeng signifikan vang berkaitan dengan masalah-masalah seperti
upah, kondisi ker:a, serta hak sipil.

Aplikabilitas dan Administrasi

Bantuan keuangan federal (federal financial assistance) secara wmum
didefinisikan dalam Undang-Undang sebaga; bantuan yang diberikan oleh badan
pemerintah federal, berupa hibah, kentral, pinjaman, garansi pinjaman, property,
perjanjian kerjasama, subsidi bunga, asuransi atau apropriast langsung, tetapi bukan
bantuan uang tunai federal vang bersifat langsung kepada perorangan. Auditor harus
menggunakan pendekatan berdasarkan risiko untik menentukan program federal
mana vang merupakan program utama (major program). Pendekatan berdasarkan
risiko int harus mempertimbangkan
a. pengalaman audit sekarang dan sebelumnya.

b. pengawasan oleh badan tederal dan pas«:ﬁhr@ugh entity.

¢. ristko inheren dari program federal tersebut.




Program-progzram vang tidak memenuhi syarat sebagai program utama disebut
sebagat program nonutama {nonmajor program).

Direktur Office of Management and Budget (OMB) telah menetapkan kebijakan,
prosedur, dan pedoman untuk mengimplementasikan Undang-Undang ini dalam
OMB Circular- Audits of State and Local Government. Suatn Cognizant agency
adalah badan feoderal yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan
persyaratan audir tunggal pada pemeriniah negara bagian atau local tertentu.
Tanggung jawab dant badan i termasuk memberikan nasihat teknis serta sebagai
renghubung dengan pemerintah negara bagian dan okal serta anditor independen.
Fadi unit-unit peraeriptahan dapat bekerja secara langsung dengan satu badan dan
bukan dengan beberapa badan.

2.2.4, Ruang Lingkup Audit Menurut Single Audit Act
Ruang lingkup audit yang dilaksanakan seperti dijelaskan dalam Undang-
Undang dan OMB Circular, Audits of State, Local Government, and Non-Profit
Organtzation memiliki lima komponen viama vaitu
Umum
Secara umum audit harus dilakukan sesuai dengan GAGAS. Auditor
harus memasukkan keseluruhan operast auditee; atau bila auditee menghendaki,
harus mencangkup serangkaian audit vang meliputi departemen, badan, dan
unit-unit organisasional lain yang mengeunakan atau mengurusi pemberian

federal selama tahun berjalan. Setiap audit yang terpisah harus mencakup
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laporan kevangan dan skedul pengelnaran dari pemberian federal untuk setiap
departemen, badan, atau unit pemeriniahan lainnya.
Laporan Keuangan

Auditor harus menentukan apakah laporan keuangan auditee telah disajikan
secara wajer dalam semua hal yang material sesual dengan prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku wmum. Auditor harus menentukap apakah skedu!l
pengeluaran pemberian federal ielah disajikan secara wajar dalam semua hal
yang material bila dibubungken dengan laporan keuangan auditee secara
keseluruhan,
Pengendalian Internal

Selain persyaratan GAGAS, auditor juga harus melakukan prosedur untuk
memperoleh pemahaman vang memsadal mengenal pengendalian internal atas
program-pregram  federal, dalam merencapakan audit wuntuk mendukung
penilaian tingkat risiko pengendalian vang rendah afas program-program ntama.
Secara umum, auditor juga harus merencanakan pengujian sistem pengendalian
internal atas program utama untuk mendukung penilaian timgkat nsiko
pengendalian vang rendaly atas asersi-asersi vang relevan dengan persyaratan
ketaatan pada setiap program utama.
Ketaatan

Di samping persyaratan GAGAS, auditor juga harus menentukan apakah
auditee sudah mematuht hukum, peraturan, dan ketentuan kontrak atau

perjanjian hibah yang mungkin mempunyai dampak langsung serta material




terhadap setiap program uiamanya. OMB mengeluarkan svatu Compliance

Supplement yang menguraikan persvaratan ketaatan prinsip vany berlaku untuk

sebagian besar program federal. Pengujian ketaatan harus mencakup pengujian

transaksi dan prosedur auditing lam vang diperlukan untk memberi auditor

cukup bukil guna mendukung pendapat mengenai ketaatan.

Auditor harus menetapkan ruang lingkup andit untuk memenuhi persyaratan

khusus seperti berikut inj :

L. Jenis jasa yang diperboleblan dan yang rtidak diperbolehkan, yang
menetap<an jenis-jenis barang aiav jasa yang bisa dibeli entitas dengan

bantuan federal.

2

Eligibilitas, yang menetapkan karakteristik orang atau kelompok kepada
stapa entitas dapat memberikan bantuan kenangan.

3. Penandingan, yang menentukan jumlah vang harus diserahkan entitas dari

[

sumber daya mereka sendiri ke dalam proyek yang mendapat bantuan

kevangan.

A

. Pelaporan, yang menentukan laporan lain yang harus diserahkan entitas.

. Fengujian dan ketenfuan khusus, vang mungkin mencakup persyaratan

n

seperti mengadakan dengar pendapat mengena usulan penggunaan dana dan
tenggang waktu urtuk pengeluaran dana.
Materialitas setiap temuan ketidaktaatan akan dievaluasi dalam konteks program

yang berhubungan dengan temuan ini dan bukan dengan laporan keuangan

kescluruhan.
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Tindak Lanjut Audit
Auditor harus menindaklanjuti temuan-temnuan audit terdahuln, dengan
melakukan prosedur untuk menila: kewajamﬁ skedul ikhtisar dari temuan audit
terdahulu yang disiapkan oleh auditee. Auditor harus melaporkan sebagai
temuan audit tahun begjalan, jike auditor menvimpulkan bahwa skedul ikhtisar
temuan audi? terdahulu itu secara material salah menyajikan status dari temuan
audit terdahulu. Auditor juga harus melakukan prosedur tindak lanjut audit,
tanpa memperhaskan apakah salah satu femuan audit terdahulu berhubungan

dengan prograin utama dalam fahun berjalan,
2.3 Audit Ketaatan sebagai snatu Sistem Peringatan Dini

Manajemen usaha moderen memeriukan pengecekan yang sangat ketat, tidak
hanya pada pengendalian intern dan performa dari operasi keuangan suatu
perusahaan. Akan tetapl juga pada arca-area usaha yang lain. Hgnya dengan
demikian, perusahaan dapat secara efektif mengadmnustrasikan operasi usahanya.
Manajemen harus mencari cara-cara untuk mengantisipasi dan menanggulangi
risiko vang besar dar lingkungan usahz. Manajemen harus menggunakan cara-
cara canggih vang lebih banvak untuk mencapal tujuan-tujuan, karena
kompleksitas organisasi yang meningkat, kemitmen keuangan vang lebih besar,
dan jaringan keria komumikasi yang canggih, vang merupakan karakteristik

lingkungan usaha sekarang.
Pimpinan harus sensiuf terhadap gejala-gejala masalah yang akan datang dan

menganalisic masalah-masalah im secars mendalam, karena masalah biasanya




muncul setelah gejala-gejalanya merupakan bukt untuk waktu yang lama. Adalah

suatu keharusan melakukan penelaahan operasi-operasi perusahaan secara berkala

untuk menentukan area-area masalzh potensial.

Audit operasicnalnya, seperti suatu check-up medis tahunan, mengidentifikasi

area-area masalah pada tahap awal, dan sebab itu memungkinkan peruszhaan

melakukan tindakan korekiif,

Gejala-gejala berikut menunjukkan adanya masalah-masalah potensial, yaitu :

a. Administrasi dan Manajemen

Pgjabat  dan  karyawan tidak mepgetahw  twjuan dan  sasaran
perusahaan.

Pejabat dan karyswan tidak mentaati tolok ukur pengendalian dan
kebijakan.

Pejabat tidak mempunyvai kebijakan-kebijakan tertulis yang dinyatakan
dengan jelas.

Sistem dan prosedur tidak didokumentasikan.

Kantor tidak mempunyai manual yang terdiri dari kebijakan prosedur,
dan peraturan.

Kantor tidak secara konsisien memperbaiki jasa dan fasilitas pada
beberapa tahun terakhir.

Pimpinan menghabiskan lebih banvak wakie untuk aktivitas-aktivitas

yang non produkiif.




Tidak ada keseimbangan antara pengendalian sentral dan delegasi
pengambilan keputusan kepada tingkat terendah yang memungkinkan,
Eksekuuf dan karyawan tidak saling menaukar pandangan secara bebas.
Tidak ada perencanan yang formal, penugasan khusus tidak diberikan
kepada individual yang berianggung jawab untuk perencanaan dan
tidak ada waktu khusus ditetapkan mmtuk perencanaan.

Tidak ada sub sasaran ditetapkan untuk setiap unit OFganisasi.
Tanggung jawab untuk pencapaian tujuan tidak secara jelas ditugaskan

kepada karyawan.

Pengendalian

>
0’0

Performa sering tidak diukur terhadap target.

Pengsndalian tidak mempunyai ciri-ciri umpan balik.

Beberapa pengendalian tidak berfungsi dengan aktif.

Pengendalian terhadap penyalahgunaan aktiva pemzahaan tidaklah
memadai,

Tidak ada prosedur yang formal untuk menetapkan, mengubah atan

mengakhiri suatu pengendalian

Organisasi

% Terdapat terlalu banyak tingkat manajemen.

0’0

*

Struktur organisasi tidak secars memadat dibedakan. Pekerjaan tidak

dibagi ke dalam tugas-iugas secara individual dan dibeda-bedakan.
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Struktur orgamsas: tidak bernbah uatuk mengikuii kondist vang
barubai.

Performa karyawan vang jelek kadang-kadang dapat ditelusur
keburukan-keburukar dalam organisasi.

Organisasi tidak mengambil kenntungan dari kemampuan karyawan
mdividual.

Organisast formal sama sekali berbeda dengan organisasi vang tidak
formal.

Kompensasi tidak sepadan dengan tanggung jawab pekerjaan.

Terlalu banyak posisi buntu (Dezd End Positions) tanpa lini kemajuan

varg jefas ke puncak.

Informest dan Komunikasi

o
"

Manajer kurang cukup mendapatkan informasi.

Saluran komunikasi disumbat.

Karvawan tidak sadar mengenai prosedur-prosedur perusahaan,
kebijakan, peraturan,

Lini komunikasi vang formal terhadap pemasok, pelanggan, pemegang
saham, dan pesaing tidak memadal.

Beberapa laporan terlambat, tidak dapat dipercaval, dan tidak secara
baik disajikan.

Tidak ada prosedur vang formal can standar uptuk mengadakan suatu

laporan baru.

e
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Informast vang tidak memadai atau akurat dihasilkan dan diterima.
Biaya menghasilkan informasi adalah mahal atau tinggi.

Kantor jarang menelaah sistem informasinya.

Letak kantor secara urnum tidak mendatangkan pertukaran informasi

yang bebas.

< Fomulir-fomulir yang tidak perlu tetap disajikan.

Personel

< Moral karvawan rendak, tingkat pertukaran karyawan tinggi.

+ Departemen personel kurang staf,

%+ Rasio manajemen terhadap personel terlalu keci] atau terlalu besar.

% Kebutuhan tenaga kerja masa yang akan datang  tidak
dipertimbangkan; Kantor sering melakukan penerimaan karyawan
secara mendadak.

“* Penycha udak dilibatkan dalam proses seleksi.

++ Kantor tidak berusaha mengisi lowongan pekerjaan dengan karyawan
yvang memenuli syarat dart dalam kantor sebelum merekrut dari luar
kantor.

< Manajemen tidak mengecek apakab karyawan mendapatkan instruksi
yang cu!»gup uniuk memungkinkan ‘mereka melakukan kewajiban
mereka secara menmuaskan.

¢+ Penyelia ndak tertarik melatih bawahan mereka.

v

Arsip personeal tidak lengiap,




& Meanajemen fidak mengecck apakah penvelia secara wajar dan

konsisten mengimplementasikan kebijakan perusahaan.

*,

R

Kebijakan personel jarang ditelagh dan dinilai.

# Tmgkat mangkir dan mesuk terlambat tinggi.

#,

Karyawan sering memperpanjang wakiu makan ciang dan jam

*
é'é

1stirabat. Kantor fidak mempunyai seragam dan kebijakan disiplin
yang konsisten untuk perilaku karyawan yang salah.

% Karyawan tidak mempunyai prosedur formal, yang secara jelas
didefinisikan untuk mengatast keluban-keluhan.

¢ Personel, terutama karyawan baru, tidak diberi informasi mengenai
tunjangan-tunjangan vang diberikan perusahaan.

< Struktur gaji dan tunjangan perusahaan tidak kompetitif.

% Kartor tidak mempunyai rencana kompensasi yang sistematis,
rasional, sehingga penyesuaian gaji sering mengakibatkan perasaan
yvang tidak menyenanckan di antara karyawan.

Operasi Klerikal

% Tidak ada karyawan vang menggantikan, apabila terjadi absensi atau
pemberhentian.

1 Ter}alu banyak pekerjaan kEerikéE ditangani.

% Karvawan vang jach berkualifikasi direkrut untuk pekermaan vang

rutin.
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Karyawan dikelompokkan tanpa dasar vang jelas, sepertl supervisi
vang winwm, penggunaan mesin atau partisipast dalam arus kerja yang
sama,

Standar produkst tidak ditetapkan,

Informasi dan data vang diberikan kepada karyawan klerikal tidak
dalam benfuk vang dapat digunakan.

Tidak dikonsultasi dengan karyawan sebelum prosedur perubahan
dilakukan.

Penempatan staf tidak sesuai dengaa beban kerja klerikal,

Betan kerja tidak secara merata didistribusikan.

2.3.1. Definisi Kinerja Pegawai

Kmerja Pegawai merupakan ha! vang sangat penting di dalam suatu

organisasi, karena dengan kinerja vang batk pegawai akan dapat memberikan

sumbangan yang sangat berarti bagi organisasi. Selain itu pegawai juga dapat

menyelesaikan tugas dengan sebaik-batknya dan menghasilkan pekerjaan yang

memuaskan sehingga hal 1 akan mengurangi pemborosan, baik yang

menyangkut biaya, waktu maupun peralatan vang digunakan. Apabila dalam

suatu organisasl atau perusahaan memiliki pegawai vang berkinerja baik, maka

hal tersebut akan membertkan manfaat bagi pegawai itu sendiri maupun bagi

organisasi.

Menurut Mangkunegara (2000:67), kinerja yang berasal dari kata job

performance etau actual performance yang artinya : * Hasil kerja secara
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kualitas yang dicapai oleh seorang pegawat dalam melaksanakan tugasnya
sesual dengan fanggung jawab vang diberikan kepadanva™ Dari pendapat
tersebut dapat terlihat bahwa prestasi kerja merupakan bagian dari kinerja
vaitu sebaga: hasil pekerjaan yang telah selesar dilakukan dengan baik secara
kualitas (mutunya). mawpun secara kuantitas (jumlahnya) seria dilakukan
dengan penub rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan vang juga
merupakan kewsajiban bagl seorang pegawai kepada organisasi tempat ia
bekerja.

Sementara itu Soepribanio ([996:7) mengemukakan pengertian
mengenai kinerja sebagai berkut © *° kmerja seorang pegawai pada dasarnya
adalah hasil kerja sama selama penode tertentu dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah
disepakati bersama”. Definisi terscbut rampak lebih spesifik karena adanya
ukuran perbandingan untuk mengetabui hasil kerja seorang pegawai.
Perbandingan tersebut dapat dilihat dari aspek waliu maupun standar target dari
suatu pekerjaan. D1 samping itu, seorang pegawai dianggap memiliki prestasi
kerja apabila hasil kerjanva melebitu standar atau target yang telah ditetapkan.

2.3.2. Faktor-fakter yang mempengaruhi Kinerja Pegawai
Di dalam pencapalan kinerja pegawai dipengarulu oleh 2 (dua) faktor vaitu :
a. Faktor Kemampuan (Ability) |
Secara lebth spesifik, kemampuan pegawail terdinn dari kemampuan

potensi (1Q} dan kemampuan reabihty (knowledge and skilly bila pegawai
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memitiki 1Q di atas rata-raia (IQ 110-12J) dengan pendidikan vang memadai
untuk jabatannya duan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya, maka
pegawai akan mudah mencara kinerja vang diharapkan.

b. Fakror Motivasi (Moetivaiion)

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi sitiuasi (situation) kerja. Motivast merupakan kondisi yang
menggerakkan dirl sendiri vang ferarab untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara menurut Mocn, terdapat beberapa faktor vang mempengaruhi
kinerja seorang pegawai, vaiu -

a. Keterampilan dan pengetahuan karyawarn.

b. Sumber daya yang tersedia.

c. Kuelitas dan gaya manajemen vanz ada.

d. Tingkat motivasi karvawan dan sejauh mana pekerjaan tersebut sesuai

dengan dirinya.
2.3.3. Aspek-aspek pengukuran Kinerja Pegawai
Terdapat beberapa aspek vang dapat diyadikan ukuran dalam mengukur
tingkat kinerja seseorang, sebagaimana diungkapkan oleh Miichell, vang
menyatakan bahwa kinerja inehiputt beberapa aspek, vaitu :
a. Quality Of Bork
Quality Of Work atau kuzlitas keria vang baik dapat menunjukkan tingkat

kinerja sesecrang. Kualrtas Leria seorang pegawai dapat terlihat dari ketelitian
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dan ketepatannva dalam bekerja. Sehingga semakin batk kualitas kerjanya
maka semakin batk tingkat kinerjanya.
b. Prompiness
Seorang pegawai dapat pula dikatakan memiliki kinerja yang baik jika
telah memenutt aspek prompiness atau ketepatan waktu. Maksudnya pegawal
tersebut mampu menvelesaikan pekerjaanaya sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan oleh instansi.
c. Initiative
Initiative atau inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir dan
kreatifitasnya dalam bentuk ide-ide, sehingga jika setiap pegawai memiliki
inisiatif yang tnggi maka diharapkan aken mampu menghasilkan sesuatu
vang baik dzlam pzkerjaannya.
d. Capability
Selain itu kemampuan seorang pegawai dalam berkomunikasi baik dengan
atasan maupun sesama rekan kerja juga mempaengaruhi kinerja seorang
pegawai. Yang dimaksud dengan communication atau komunikast disimi
adalah kemampuannya dalam menerima dan menyampaikan informasi dengan
benar dan iepar Tanpa adanva komunikast vang baik setiap pekerjaan tidak
dapat diselesaikan dengan batk.
tlal-hal ¢ atas berlaku untuk finansial audit. Sedangkan untuk operasional
audit, pengevaluasian struktur pengendalian intern merupakan inti dar proses

pelaksanaan kegiatan. Struktur pengendalian initern termasuk seluruh prosedur




dan kebijakan vang ditetapkan oleh manajemen adalah sasaran dan

operasional audit 1tu sendirt.




